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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1.

Pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak bersertifikat di
Pengadilan Agama Pariaman sudah mengikuti alur yang ditetapkan dalam
PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi dimulai pada sidang pertama, lalu
majelis hakim menunjuk mediator yang akan memfasilitasi mediasi, lalu
ketua majelis hakim menerbitkan penetapan mediator, kemudian
mediator yang ditunjuk memulai tugas dengan mempelajari berkas
perkara, memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan mediasi,
menyepakati aturan dan jadwal pertemuan, memfasilitasi para pihak
menyampaikan permasalahan, pelaksanaan kaukus ketika diperlukan,
pengisian formulir pertemuan mediasi hingga pelaporan hasil mediasi.
Meskipun demikian, di lapangan masih ditemukan beberapa pelaksanaan
yang belum optimal, seperti ketentuan Pasal 19 ayat (1) mengenai hak
memilih mediator bagi para pihak.

Implementasi pelaksanaan mediasi dari tiga orang mediator hakim yang
tidak bersertifikat yang menjadi fokus penelitian berdasarkan ketentuan
Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang tahapan tugas mediator pada
dasarnya sudah diupayakan untuk dilaksanakan, tetapi belum semua
unsur terlaksana secara formal dan konsisten di setiap mediasi seperti
dalam hal penyusunan skala prioritas masalah secara eksplisit dan
pencatatan formulir jadwal mediasi yang disediakan di Pengadilan Agama
Pariaman belum secara konsisten dipenuhi atau dilakukan secara seragam
dalam setiap perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi
ketentuan Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang tahapan tugas
mediator sudah terimplementasi walaupun ada beberapa hal yang perlu
diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan mediasi oleh

seorang mediator hakim yang tidak bersertifikat.
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5.2 Saran

Dari pemaparan di atas penulis akan memberikan saran-saran sebagai

berikut:

1.

Kepada Pengadilan Agama Pariaman agar mengevaluasi tentang
pelaksanaan mediasi dan teknis penyelesaian sengketa atau perselisihan
terkhusus bagi pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim yang tidak
bersertifikat dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan mediasi dengan
menambah kapasitas mediator non hakim atau pemenuhan sertifikasi
bagi mediator hakim yang belum memilki sertifikat.

Kepada mediator hakim yang belum memiliki sertifikat mediator
hendaknya terus mengupayakan penyelesaian sengketa secara efektif
dengan memanfaatkan pengalaman, pengetahuan hukum, dan
kemampuan komunikasi yang dimiliki serta mengoptimalkan hasil
mediasi dengan mempertahankan praktik-praktik yang sudah ada agar
lebih disiplin dalam pengisian formulir dan laporan mediasi, sehingga
pertanggung jawaban proses mediasi tercermin tidak hanya secara lisan
tetapi juga dalam dokumen resmi.

Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk memfokuskan penelitian
pada efektivitas pelaksanaan mediasi dan menggali lebih jauh
faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat ketidakberhasilan
mediasi yang ditangani mediator hakim yang belum memiliki sertifikat
mediator. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang diharapkan
dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan
kebijakan dan praktik mediasi di lingkungan Peradilan Agama terkhusus

bagi mediator hakim yang belum memilki sertifikat mediator.
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